
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat untuk 
meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha 
serta menjaga kualitas perizinan yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 

perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, 
terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel 
perlu adanya pendelegasian kewenangan penyelenggaraan 

perizinan berusaha di daerah; 
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah, Walikota mendelegasikan 
kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan 
perizinan berusaha di daerah kepada kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

a. bahwa penyelenggaraan penzman berusaha dan 

nonperizinan di daerah dilaksanakan secara terintegrasi 
melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, 
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KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 

DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA 
MAGELANG. 

PENDELEGASIAN TENTANG WALIKOTA PERATURAN 

MEMUTUSKAN: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Dae rah (Lem baran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6618); 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan 

kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Magelang; 

Menetapkan 

Mengingat 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
3. Walikota adalah Walikota Magelang. 
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah 
perangkat daerah Pernerintah Daerah provinsi atau 

Pernerintah Daerah kabupaten/kota yang rnernpunyai 

tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan 

daerah. 
5. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah 

kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya 

secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai 
dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu 

dalam satu pintu. 
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan 

kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan 

usaha dan atau kegiatannya. 
7. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka 
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau 

dan terukur. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 



8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas 

persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau 

pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti 

legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau 

sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan 

informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat 

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu 
kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan 
sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan 
terpadu satu pintu. 

11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 

selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 
pemerintah yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut 

Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang 
dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk 
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

13. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan 
dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada 

Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah 
dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih 
sepenuhnya kepada penerima delegasi. 



Pasal 3 

( 1) W alikota menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan sesuai dengan kewenangan Daerah. 
(2) Walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada kepala DPMPTSP. 

BAB III 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

Pasal 2 

(1) Maksud di letapkan Peraturan Walikota Ini adalah 
didelegasikannya seluruh kewenangan Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada DPMPTSP, 

sebagai upaya: 

a. Terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang 
Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; 

b. Terwujudnya pelayanan di bidang berusaha untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Perizinan 

Berusaha sehingga bisa cepat, mudah, terintegrasi, 
transparan, efektif, efisien dan akuntabel; 

c. Terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi 
masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang 

Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah 

mcmberikan kcpastian hukum terhadap tugas, hak, 
kewajiban dan pertanggungjawaban Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan termasuk persetujuan atau notifikasi 

pada sistem OSS dan/ atau penandatanganannya. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 



(3) Penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan 

yang didelegasikan kewenangannya kepada Kepala 

DPMPTSP selaku penerima Delegasi. 

(4) Pendelegasian kewenangan oleh Walikota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Daerah kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi 
kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan 
kepada Walikota berdasarkan asas tugas pembantuan. 

c. pendaftaran; 
d. penandatanganan; 

e. penerbitan; 
f. penolakan; 
g. pembatalan dan pencabutan; dan 
h. penandatangan standar operasional prosedur dan 

standar pelayanan Perizinan Berusaha clan 

Nonperizinan sesuai dengan izin yang di delegasikan. 

(5) Berdasarkan pendelegasian kewenangan Perizinan 
Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 3 ayat (2), Kepala DPMPTSP wajib melaksanakan 
pengelolaan dan pengoordinasian perizinan dengan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

(6) Untuk terwujudnya pelayanan yang efektif, efisien, dan 
dapat memberikan kepastian hukum DPMPTSP 

menetapkan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 
(7) Jenis Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dalam 

penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan 
yang didelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 



Diundangkan di Ma~lang 
' ~.:2. pada tanggal !tl wuar1 ~ 

Ditetapkan di Magelang 
J_ _ ' .;ic 2-~ pada tanggal ).1 jilb('tlQN · 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Magelang. 

Pasal 5 

Peraturan Walikota mi mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka 

Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang 

Pendelegasian Wewenang Bidang Perizinan dan Nonperizinan 

kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Magelang (Berita Daerah Kota 

Magelang Tahun 2017 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 


